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[3UPATI XnTlUC,,rru

PI:RATII.JRAN BUPATI K,ATING'AN

NOMrr)R : 15 TAHtilN 2011

TENTANG

S!:STEM DAN PROSEDUI.iI PEnnUNGUTAN BEA IPEROI-EHAN HAK ATAS TANAH

DAN BT\NGUT,IiAN DI KABUPA'TEN KIATINGAN

Menimbang

l,llUPAT| KATING,I\N

bahwa sebagai pelilksan;Ian Peraturan Daerah ltlomor

B 'fahun 2011 tentang [:'ajak Daerah yang terdapat

dalam BAB Xll Pasal 30 perihal Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan E3iangurrran, maka perlu pengaturan

Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Banrgunanr;

bahwa untuk memenuhi rnaksud huruf a di atas perlu

ditr::tapkan dengan Peratur;ln Bupati Katingan;

Mengingat : 1. Undanrg-Undang Nornor ,$ Tahun 2002 tentang
Pembt.'ntukan Kabupraten K,atingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabu;:aten Lamandau, Kabupaten

Gununrg Mas, Kabupraten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya, dan Ki,rbupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimi:rntan Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahunr 2002 Nomor 18 Tarnbahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nornor a1,80);

Undarrg-Undang Nomon 17 Tz,rhun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Nlegara Republik lndonesia Tahun
2003 Nomor 47, Taml,tahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4287',t;

3. Undanrg-Undang Nonror 'l Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negclra (Lrimbaran Negara Republik
lndonelsia Tahun 200,1, Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndon,r:sia Nclmor 4355);
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4.

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Penrbentukan Peraturan Pelrundang-undangan (Lernbaran

Negara Republik lnlConesia Tahun 2OO4 Nomor 53'

Tamhahan Lembaranr Negzrra Republik lndonesia Nomor

a3Be);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Perrreriksaan Pengelolaan clan Tanggungjawab Keuangan

Neg;ara (Lembaran lrlegara Republik lndonesia Tahun

200llNomor66,TarnbahelnLembaranNegaraRepublik
lndorresia Nomor 4400);

6, Undilng-Undang Nc'mor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daeriah (L.embaran Negara Republik

lndonresia Tahun z}Olt Nomor 125, fambahan Lembaran

NegaraNomor443-|')sebagaiffianatelahbeberapakali
diu"barh, terakhir dengarn Unclang-Undang Nomor 12 Tahun

200EtentangPerubi'rhanlKeduaatasUndang-Undang
Nom.r 32 lahun ".iLOO  tentang Pemerintah Daerah

(Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor

ig, rambahai Lem6aran Negara Republik lndonesia

Nomor 4844);

T.Undrrng-UndangNornor2SiTahun2009tentangPajak
Daenah dan Retribusi Daerarlr (Lembaran Negara Rr:publik

lndonesia Tahun 2009 Nontor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndotresia lilomor 5049);

8. Peraliuran Pemerintafi Nonnor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan KeuanrSan lDaerah (Lembaran lrlegara

Repurblik lndonesia llahun :2005 Nomor 140, Tantbahan

Lembaran Negara Reliublik llndonesia Nomor 4578);

9. Peral,uran Pemerintalr Nonror 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik lndonesia ll-ahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lemlraran Negara Republik lndonesia Nomor aft7\

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembagian Urusan Pernerintahan yang menjadi

kewernangan Pemerirrtah Karbupaten Katingan (Lembaran

Daeriah Kabupaten Kartingan Tahun 2008 Nomor 3);

1'1. Peraturan Daerah Nr:rmor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan [<.'euangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan 
-['ahun 

:;1009 Nomor 1);

11,1. Peraturan Daerah Nomor ti Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun

2011 Nomor B);
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llS.Perilturan Menteri Nomor Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

200(:i tentang Pedornan Peingelolaan Keuangan Daerah

sebalgaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteri
Dalarm Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

1,,1.Pererturan Menteri D;alam hlegeri Nomor 55 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan Pertanggungjalvaban Bendahara Serta

Penyappp2iannYa;

MEMUTUSKAI\,I :

PERI\TURANBUPATIKA.TINGANTENTANGS;ISTEM
DANPRoSEDURF'EMUh.IGUTANBF-APERoI.EHAN
HAKATASTANAHDANISANGUNANDIKABUPATEN
KATIINGAN

BAB !

IKETENTUAN UN/IUM

Pasal 1

Dalam [:'eraturan Bupati ini yanl;1 dimak:sud dengan :

1. Daerah adillah Kabupaten K.iatingan;

2. Pemreintah Daerah adalah Elupati rjan Perangkat Daerah sebagai

unsLtr penyr:lenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupi:nti adal;rh Bupati Katingian;

Dewirn Pe,rwakilan Rakyal. Daerilh yang selanjutnya rlisebut

DPRD aditlah Lembaga [:r,erwak,ilan Rakyat Daerah s;ebagai

unsur penyr;lenggara Pemerlntah Daerah;

Dinas Penrlapatan Daerah adalalr Dinas Pendapatan Daerah

Kabr-upaten Katingan;

Bea Perolelran Hak atas Tarnah dz,rn Bangunan yang selanjutnya

disebut BPll-lTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak

atas tanah rlanlatau bangunian;

Perollehan ll-Jak atas Tanah dan/ataru Bangunan adalah perbuatan

atau peristi,wa hukum yang rnengak.ibatkan diperolehnya hak atas

tanah dan/iltau bangunan ok:h orang pribadi atau Badan;

8. Hak atas ]-anah dan/atau Bangltnan adalah hak atas tanah'

termiasuk hak pengelolaarn, belserta bangunan diatasnya,

sebagaimana dimaksud rlalam undang-undang di bidang

pertanahan dan bangunan;

Menetapkan
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g. wajilh Pajerk adalah orang prribadi irtau Badan, meliputi pembayar

pajak, perntotong pajak, dan pemrungut pajak, yang mempunyai

hak dan kewajiban perp'ajakan sesuai dengan kertentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;

10. Badern atlalah sekumpulsn orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik )rang n:relakukan usaha maupun yang

tidak melakr-ikan usaha lr,'ang rneliputi Perseroan Terbatas'

Pers,eroan Komanditer, Perseroant lainnya, Badan Usaha Milik

Negara (EluMN), atau Ba,dan n.Jsaha Milik Daerah (BUMD)

deng,an natlla dan dalam berntuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,

danil pens;iun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

mas$a, org;anisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga

dan 1bentull badan lainnya tclrmasuk kontrak investasi kolektif dan

benluk usarha tetaP;

11. Pejaflrat Pr:mbuat Akta Tarnah (PPAT) atau Pejabat Lelang,

adaliirh pihrak yang benrrenang nrenerbitkan Akta Pemindahan

Hak iatas Tanah danlatau Barngunan;

12.Benr:lahara Penerimaan adi:rlah pr:jabat fungsional yang ditunjuk

untuk menerima, menyimp,ian, mr:nyetorkan, menatausethakan,

dan memprertanggungjawakran uallg pendapatan daerah dalam

rangl,<a pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabr-rpaten Katingan;

13.Benr:flahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional

yang diturnjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

men:rtausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

penctapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit

kerjer SKPD;

14.Bank; atau Tempat lain yang diturrjuk adalah pihak ketiga yang

menerima pembayaran BPllfB tern-rtang dari Wajib Pajak;

15.Dokr.rmen terkait Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

adalr:irh dokr:men yang menyatakarr telah terjadinya pemindahan

hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini

dapart berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah,

surat waris, dan lain-lain yarrg memiliki kekuatan hukum;

16.Sura,t Setoran Pajak Daeriah untuk BPHTB, yang selanjutnya

disingkat SSPD BPHTB, arjalah surat yang oleh Wajib Pajak

digurrakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak

terutang kel Kas Daerah atau tenr;pat lain yang ditetapketn oleh
Kepala Dar:rrah dan sekaligrus unttrk melaporkan data perclehan
hak artas tanah dan/atau banrgunan, z
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1.

2.

17.Akta Peminrlahan Hak atas Tanal'l dan/atau Bangunan adalah

dokunlen legal penetapan pemindatran hak atas tanah daniatau

bangurnan diari satu pihak ke prihak lelin;

ls.Pemultgutanadalahsuaturangkaiankegiatanmulaidari
penghimpuniln data obyek dan subyek pajak' penentuan

besarrrryaparlakyangterutan(;isampaikegiatanpenagihanpajak
kepadiil Waji b P aiak serta pen lrlawasia n penyetoranrtya'

BAB II

I1UANG LINGKUIIP

Pasal 2

Sistetrm dan Prosedur Pemr.rngutatt BPHTB mencakup srnluruh

rangkaian proses yang hBruS r:lilakukan dalam menerima,

menratausethakan, dan melerporkan' penerimaan Bea Perolehan

Hak atas lianah dan Bangunan;

Pros;edur si,ebagaimana dimiaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Proseclur pengurusan l\kta Pr:mindahan Hak atas Tanah

dan/ati:ru Bangunan;

b. Proseclur pembaYaran EIPHTB;

c. Proseclur penelitian sunat setoran Pajak Daerah BPHTB

( SSPD BPHTB );

Proseclur pendaftaran l\kta Pr:mindahan Hak atas Tanah

rJan/ataru Bangunan;

Proseclur pelaporan BPI-{TB;

Proseclur penagihan;

Proseclur pengurangan.

Pros;edur pengurusan Akt;a Pernindahan Hak atas l-anah

dan/;atau Biangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a aclalah prosedur penyiaparn ranc;angan akta pemindahan hak

atas tanah dan/atau bangr.rnan srekaligus penghitungan besar

BPFITB terutang Wajib Pajal<;

Pros;edur ETPHTB sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b

adaliah prqsedur pembayar,an pafak terutang yang dilakukan

oleh Wajib Pajak dengan m(:Inggurtakan SSPD BPHTB;

Pros;edur penelitian Surat S,r;toran Pajak Daerah BPHTB (SSPD

BPIjTB) s€)bagaimana dimiaksud pada ayat (2) huruf c adalah

prosscluf ierifikasi yang r:lilakukian oleh Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Katingan atas kebenaran dan kelengkqpan

SSF'D BPFITB dan dokumer:r pendukungnya;
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9.

6.

7.

B.

3.

Prorsedur pendaftaran Akta Permindahan Hak atas Tanah

darr/atau li]angunan sebagaimanar dimaksud pada ayat (2) huruf

d adalah prosedur pendafl:aran alkta ke Kepala Kantor li}idang

pertanaharn dan penerbitarr akta oleh Pejabat Pembuat Akta

Tarrah (PFr'AT);

prosedur pelaporan Bea Perol,r:lhan Hak Atas Tanah dan

Bangunarrr sebagaimana r:limaksr"td pada ayat (2) huruf e

adarlah prosedur pelaporarrr realislasi penerimaan BPHTB dan

aktia pemir:rdahan hak;

Prosedur penetapan surart Tagilran, surat Ketetapan Pajak

Dar:rrah l,(urang Bayar ($KPDlrlB)/ surat Ketetapan Pajak

Daerrah t,(urang Bayar T':iambahan (SKPDKBT), dan surat

Tegluran s;ebagaimana dirraksud pada ayat (2) huruf f adalah

pro,sedur penetapan Surart Taglihan Pajak Daerah BPHTB'

SKPDKB/rI]KPDKBT, dan {:jurat 
.l-eguran yang dilakukan oleh

Din:irs Perrdapatan Daerah li(abupaten Katingan;

Prosedur penetapan {:iurat Keputusan Pengurangan

sebagaim;ena dimaksud pada ayafi (2) huruf g adalah prosedur

penr,rataparl persetujuan/penolakan atas pengajuan

pentJuran(;an BPHTB yang diajukian oleh Wajib Pajak'

Pasal 3

1. Untuk m,elaksanakan sis;tem dan prosedur sebagaimana

dirnaksud dalam Pasal 2, Dlnas Pelndapatan Daerah Kabupaten

Katingan harus mempe|rsiapkan fungsi yang dibutukan,

mellputi :

a. F:ungsi pelaYanan;

b. F:rungsi data dan informarsi; dan

c. Frungsi pembukuan dan ;oelaporan

2. Fungsi pelLayanan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a

bertugas melakukan interaksi ,clengan wajib pajak dalam

taherpantahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses

pen,relitian SSPD dan proses pengrlrangan BPHTB;

Fungsi data dan informasi sebag:laimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b bertugas untulr menl;Jelola database terkait objek

pajiak;

Furrgsi pe,mbukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud

pad;a ayat (1) huruf c bertugas untuk menyiapkan Laporan

Rearlisasi Penerimaan BPI{TB berdasarkan data dan latppran

dari pihak-pihak lain yang dlitunjuk;

4.
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BAB III

SISTEM DAN F'ROSEDUR PEMIUNGUTAN BPHTB

Bagian Pertama

Pengurusan Akta Feminrdahan Hak atas Tanalrr dan/atau Bangunan

1.

2.

Pasal 4

warjib Parlak mengurus AI<ta Pe'mindahan Hak atas Tanah

darr/atau Bangunan melzrlui Pc,,jabat Pembuat Akta Tanah

(PF}AT) atau Pejabat lelang; sesu:;ti peraturan perundangetn;

Pejiabat Pembuat Akta Tanalr/Pejabat Lelang meliakukan

penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan'

Pasal 5

1. wariib Parlak menghitung dan nrengisi surat Setoran Pajak

Daalrah EIPHTB yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PF']AT);

2. Tafi:r car1t pengurusan A,kta Palmindahan Hak atas Tanah

dalrr/atau Bangunan adali,rh selbagaimana tercantum dalam

lampiran I yang tidiak terrpisahkan dari Peraturan

Bu6rati Katingan.

Bagian Kedua

Pembayaran BIPHTB

Pasal 6

waflib Pajiak melakukan pr,,rmbayarran BPHTB terutang dengan

mengguni:rkan Surat Setorian Pajark Daerah BPHTB;

Pennbayarran sebagaimanar dimaLrsud pada ayat (1) dilakukan

oleh Wajifu Pajak melalui Elank a1.3u Tempat Lain yang ditunjuk

atau Benr::lahara Penerimaran parla Dinas Pendapatan Daerah

Kabupatert Katingan;

3. Tata car;t pembayaran iBPHTII oleh Wajib Pajak adalah

sebagaimana tercantum dalarn lampiran ll yang ,tidak
terpisahkern dari Peraturan Bupati Katingan.

1.

2.
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Bagian Ketiga

F'enelitian SSPD lillPHTIl

Pasal 7

1. setiap pr:rmbayaran BPFITB wajib diteliti oleh F:ungsi

PelaYanan;

2,Penri:litiansebagaimanadin"laksuclpadaayat(1)meliputi:
a. !(ebenaran informasi yarng tert;antum dalam ssPD BPHTB ;

dan

b. Kelen5gkapan dokumen pendurkung SSPD BPHTB'

3. Jika diperlukan, penelitian sebagrrimana yang dimaksud pada

ayat (1) dirlertai dengan penrerikszlan lapangan;

4. Tata cdra penelitian ssPD BPHTB oleh wajib Pajak adalah

sebargaimana tercantum dalam lampiran Ill yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Jt3upati l(atingan'

Bagian KeemPat

Perrndaftarran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8

1. Wajiib Pajak melakukan pendafl;lran Hak atas Tanah atau

pen(laftararn pemindahan Hak iirtas Tanah kepada Kepala

Karrtor Bidiang Pertanahan;

2. Dinas Pe,ndapatan Daerah Fi,abupaten Katingan dapat

melakukart kerjasama derngan Kantor Bidang Pertanahan

dalam rangka pendaftaran Pemindl'ahan Hak;

3. Tatia cara pendaftaran Aklta adarlah sebagaimana tercantum

dalam larrnpiran lV yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Buprati Katingan.

Bagian Kelinta

Pelaporan BPll"{TB

Pasal 9

1. Peli:lporan BPHTB dilaksanakan r:rleh Fungsi Pembr.rkuan'dan

Pelieporan;



2. Pelaporarr BPHTB bertLtjuan

terrtang realisasi Penerinnaan
Pendapatan Asli Daerah (FrAD).

untuk memberikan informasi

13PHTB sebagai bagian dari

1.

2.

.)

.J.

4.

Pasal 10

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan

BP'[-iTB lberdasarkan dokr.rmen-rlokumen dari Bank dan/atau

Bendahara Penerimaan dan/ataur PPAT;

Fungsi Pembukuan darn Pelaporan menerima laporan

penerimarian BPHTB dari Banrk yang ditunjuuBendahara

Penerimeran paling lambert padii:r tanggal 10 (sepuluh) bulan

benikutnya;

Fungsi Pembukuan darn Pellaporan menerima laporan

pennbuat;;rn akta Perolehan Hak artas Tanah dan/atau Bangunan

darri Pejatrat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada langgal

10 (sepuluh) bulan berikutruYa;

Tata carit pelaporan Akl[a adalah sebagaimana tercantum

dal;am lanrpiran V yang tid;ak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Kal.ingan.

Bagian Keenam

Pros;edur Penagihanr BPHI'B

Pasal 11

Prosedur penagihan dilakurkan untuk menagih BPHTB terutang

yarrrg belurm dibayar oleh Vl/ajib Pii,rjak;

Prorsedur penagihan sebilgaimzirna dimaksud pada ayat (1)

dilarksanat(an melalui penr::tapan Surat Tagihan Pajak Daerah

(SI"PD) dan/atau Surat Kertetaparrt Pajak Daerah Kurang Bayar
(Sl(lPDKEii) BPHTB dan/a1lau Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan (ISKPDK:BT) BPHTB;

STPD darr/atau SKPD selcagainlana dimaksud pada ayat (2)

daprat diikuti dengan Sural Tegunan dan/atau Surat Paksa jika

diPras"lLlkS,r'

4. Tata care;r penagihan BPI-{TB seibagaimana tercantum dalam
lanrpiran Vl yang tidak terpiszirhkan dari Peraturan Qupati
Kalingan.

1.

J.



Bagian Ketujiuh

Pros;edur Pengurangan B[:)'HTB

Pasal 12

1. Perrgurangan BPHTB cliajukarr oleh Wajib Paiak dan

dis;'rmpait<an kepada Fungs;i Pela\ranan untuk diteliti;

2.PerlguranqanBPHTBsebagaimirnadimaksudpadaayat(1)
dilaksanalian sesuai dengzrn ketetttuan yang berlaku;

3. Tal.ra cara pengurangan BF',HTB arrjalah sebagaimana tercantum

dalilm lanrpiran vll yang ticlak tery:risahkan dari Peraturan Bupati

Kallingan.

BAB IV

FASILITATi;I

Pasal 13

1. Keprala $KPD melakukan fasiflitas pelaksanaan Peraturan

Bupati Katingan;

2. Fariilitasi sebagaimana dimaksurd pada ayat (1) mencakup

mengkoorrlinasikan, m€)nyempurnakan lampiran-lampiran

ses;ruai dengan ketentuan pr,erund lng-undangan, melaksanakan

sosrialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan

asi::iitensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati

Kattingan.

Pasal 14

Jangka ,v,yaktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam

Keputusrirn Bupati Katingan.I



BAB V

I(ETENTUAN PEII''IUTU P

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berliaku seiak tanggal ditetapkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan
Peraturan Bupati ini dengan 1:enerrrpatannya dalam Berita Daerah

Kabupeirten Kratingah.

ditetapkan rji Kasongan
pada tanggal 2 A$rstus 2011

Diundangkan di Kasongarl
pada tanggal 2 Agustlrs 'ZO',11

N KATING/IN,

TATI:L LADJU

BERITA DAERAH KABUPA-TEN ru\.TINGAN TAHUN ;I011 NI:)MOR : 15

wlnl
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LAMIPIRAT\I I : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 15 T,AHUt\I 2011

TANGGAL 2 AGUSTL|TS 2011

IPROST;EDUR PENGURU:SAN /\KTA

PEMINDAHAN HAK ATAS TA,NAH DAN/ATAU

BANGUNAhI

A. GAMBARAN UMUM

prosedur pengurusan akta pemidahan hak atas tanah dan/atau bangunan

merupakan proses pengajuan pembuatan akta dcrkumen legal penerimaan hak atas tanah

dan/atau bangunan yanrg dilakukan oleh Wajib ti'ajak selaku peneriman hak atas tanah

danf atau bangunan keparda Pe.f,abat Pembuat Akta Ianah.

Prosedur ini mr:llibatkan Pejabat Pembuat l\,kta Tanah sebagai pilrak yang

menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta lPemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan.

Dalam prosedur ilri, Pe.iabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan

kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pemeriksaan dilakukan Cl,engan, mengecek dokumen darr data terkait objek pajak di Kantor

Bidang Pertanahan.

IPIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerim;r Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban ntemb;ayar BPHTB atas hak atas tanah

dan/atau bangunan y;eng diperolehnya. Dalam p,roseclur ini Wajib Pajak menyiapkan dan

menyerahkan dokurrrrsn pendukung terkait p'emindahan hak atas tanah danfatau

bangunan.

2. Satuan Kerja Pengelolar Keuatngan Daerah (SKPKD)

Merupakan pihak yantg mernpuyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang

secara organisasi dapr,at berbentuk Dinas Pendapalan Daerah ( Dispenda ). Dalam

prosedur ini Dinas Pendapatan Daerah berkoordinasi dan bekerjasama dengan PPAT

dalam menyiapkan Surat Set,oran Pajak Daerah IIPHTB (SSPD BPHTB).

3. Pejabat Pembuat Akta Tanalr (PPAT)

Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalanr menghitung BPHTB terutang dan

menyiapkan SSPD BPt,lTB. F'ihak yang dapat nrenjadi PPAT ialah Camat atau Notaris.

Dalam prosedur ini PP,I\T bertugas dan berwenang untruk :

. Memeriksa kebenernan darta terkait objek pajark ke ll.epala Kantor Bidang Pert;anahan;

. Menyiapkan draft ltkta Pi.:mindahan Hak ata:; Tanal'r dan/atau Bangunan.

,t. Kepala Kantor Bidang Flertanahan
ltderupakan Pihak ya!'rg mengelola dotobose pertanahan di wilayah wewenangnya.

Dalam prosedur ini, Kepala Kantor Bidang Pertarnahan menyediakan darta " yang

dibutuhkan PPAT terkarit penreriksaan objek pajark.



LANGKAH-LANGKAH TEKN]S

Lanekah 1

Wajib pajak (selaku penerima h;lk atas tanah dan/;:tau hrangunan) menyiapkan dokumen

pendukung terkait perolehgn hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini

menyatakan bahwa telah terjacii penyerahan hak atas tanah danfatau bangunan antara

kedua belah pihak. Dokunlen ini dapat berupa surat per'1'anjian, dokumen jual beli, surat

hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya

pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau tarnah bangunan. Dokumen inijuga dapat

disertai dengan dokumen p,end u [,lu ng la i n nya.

Wajib Pajak kemudian mengajul<an permohonan pengurusan Akta pemindahan lrak atas

kepemilikan Tanah dan/;rtau Bangunan kepada PPI\T. Wajib Pajak meny'erahkan

permohonan pengurusan l,,kta ka:pada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait

perolehan hak atas tanah dirn/at;:u bangunan.

Lanskah 2

Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima perrnohonarn pengurusan akta dan dokumen

pendukung perolehan hall atas tanah dan/atau bangun;tn dari Wajib Pajak. PPAT lalu

memeriksa kelengkapan d,crkumen pendukung yang diterirna. Jika dokumen yang diterima

telah lengkap, PPAT kemudian rnengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak

kepada Kepala Kantor Bidanrg Perrlanahan.

Langkah 3

Atas permintaan dari PPAT, makerr Kepala Kantor Bid;rng Peftanahan menyediakan data yang

dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor Bidang

Pertanahan meyerahkan derta objr:k pajak kepada PPAT.

Langkah 4

PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantr:rr Bid;ang Pertanahan. PPAT kemudian

memeriksa kebenaran data objek pajak dengan nlembarndingkan dokumen pendukung

pelrolehan hak atas tanah dan/artau bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor

B[dang Pertanahan. Jika diperluk;rn, PPAT dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan

melakukan observasi lapan6r;an.

Lanekah 5

PPAT menyiapkan draft Akta Pemlndahan Hak atas Tanah rlan/atau Bangunan. Dokumen ini

merupakan rancangan akta pemindahan hak atas t,anah dan/atau bangunan yang belum

ditandatangani oleh PPAT,. PPAI' kemudian meyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 5

Berdasarkan prosedur yan€l telah berjalan, PPAT rnenerirna formulir Surat Setoran P,ajak

Daerah BPHTB (SSPD BPHTTI) dari Dinas Pendapatan Daerah.



(AEUPATLIV XATINGAN

DIXS PEXOAPATAN DAEW

5% x angka 3

MENGETAHUI :

PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PE'ABAT LELA.NG

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA I)

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

BEA
SUIIIIAT SiETORAN PAJAK TIAER/!\H

PEROLEI.IAN IIAK ATAS TANAH ]DAN BANGUNAN

{ ssPD - BPHrB )

BERFUNGSI ,SEBAGI,AI SURAT PEMBERITAHIIAN OBJEK PAJAK

PAJ,arK BUMII DAN BANGUNAN ( SPOP'PBB )

Lembar 1

Untuk Wajib Pajak
Sebagai Bukti

Pembayaran

1. Nama Wajib Pajak

2. NPWP

3. AIamat Wajib Pajak

4. Kelurahan/Dtesa

7. Kabupaten/l(ota

1. NOP PBB

2. Lokasi Objek Pa.iak

3. Kelurahan/Desa

5. Kabupaten/Kota

Penghitungan NJOP PBB :

Blok/Kav/Nomor

6. Kecamatan

8. Kode Pos [T-r]-tr
Diisi sesuoi dengon Nomor obiek Poiok PBI

podo 
'PPT 

PBBm rn [E t-T-l-l tlI] I-T-rr tr
Blok/Kav/Nomor

5, Kecamatan

Kode Pos

4. RT/RW :

, n-_l--rT-l

14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/bangunan

PENGHITUNGAN BPHTB (Honyo diisi berdosorkon Putqhitungon Wojib Pojok)

Nilai Perolehan Obiek Pajak ( NPOP )

Nilai Perolehan Objek Paiak Tidak Kena Pa.iak ( NPoPTKP )

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP )

Bea Perolehan Ilak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / Pemberian hak pengt:lolaan *)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar

lumlah Setoran berdasarkan : ( Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai )

Ll 3. Penghitungan Waiib Pajak

I b. srB/'KBKB/sKBKBr*)

Oolom Rupioh

Nomor :
- lnggal :

I c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi IEn
nd

Coret ydnq tidok

Jumlah Pembayaran : Rp ............

DITERIMA OLEH :

TEMPAT PEMEAYARAI\I BPHTB

Tanggal :

Nama lengkap, stempel, dan tanda tarrgan Nama lengkap dan tanda tangan

m fi-f-] [T-n [ [I f-i-f] DiisisesuoidensonNomorpokokwoiibpoiakvonsdimitik

5. RT/RW

)bjek Pajak
Diisi luos tonoh dan otou ltongunon

vonq haknyo diperoleh

Diisj berdasarkan SPPT PBB tahu n terjadinya

perolehan h:kfl ahun .........
Luas x NIOP PBB / m2

anah {bumi}

lbunril 9. NIOP tanalr (bumi)/rrr' (angkaTxangka9)

Rp. 11

Bangunan

8. luas bangunarl 10. NloP 8x 10

Rp t2.

NjOP PBB :

11 x 72)

13 Rp.

Diisi sesuoi petun.iuk pengision 558

15. Harga trans;lksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan / Nilai Pasar

16. Nomor Sertifikat Tanah :

PBB Baru

t_n fll rT-[I_l [f]-l TT-t-l

I tllll tttl

,[l fE r-T-l-l t.Ln [T-t-l fT-l]_l tl



KABUPAIIN XA1IN6AN

(Honyo diisi berdosorkon Penghitungon Wojib Pojok)

Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP )

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pa.iak ( NPOPTKP )

Nilai Perolehan objek Paiak Kena Pajak ( NPOPKP )

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutarlg

BEA
SUF]IAT

PEROLEHAN
S I:TORAN PAJAK D}AERII'H

I-]IAK ATAS TANAH ]DAN BANGUNAN

I ssPD - BPHrB )

Lembar 2

untuk PPAT / Notaris
Sebagai ArsiP

BERFUNGSI ]IJEBAGAI SURAT PEMBERITAHUI,AN OB.IEK PAJAK

PAJAI,( BUMI DAN BANGUNAN (SPOF'PBB )

Nama Wajib Pajak

NPWP

13. Alamat Wajib Pajak

Kelurahan/Desa

Kabupaten/Kota

5, RT/RW :

1. NOP PBB

2. Lokasi Objek Pajak

3. Kelurahan/Desa

6. Kabupaten/Kota

Penghitungan NJOP PBB

14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/bangunan

15. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah rjan/atau bangunan / Nilai Pa:;ar

Pengenaan 50% karena waris / hibah waslat / pemberian hak pengelolaan *)

8ea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar

Jumlah Setoran berdasarkan : ( Beri tanda silang "X" pada l<otak yangl sesuai )

L--] a. Penghitungan Waiib Paiak

n b. srB/sKBKB/SKBKBT*) Nomor : ..................
II

I c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi

Id
,If]n

Blok/Kav/Nomor :

5. Kecamatan i

8. KodePos ,[-T-n-]_l

tr rT_l tIr [-rn t]I] l-T-l-l I
4. RT/RW :

BIok/Kav/Nomor

5. Kecamatan

Kode Pos

Diisi sesuoi dengon Nonor obiek Poiok PBB

podo SPPT PgB

fl-[l-ll

lRp. ...................'...'.....'......'......................

16. Nomor Sertifikat Tanah :

Coret yong tidok perlu

Dolom Rupiah

Jumlah Pembayaran : Rp ............

Terbilang:

MENGETAHUI :

PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELAI,JG

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA')

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

DITERIMA OLEH :

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

Ta ngga I :

Nama lengkap, stempel, dan l:anda tanllan

tol

WfuI8 PAJAK / PENYETOR

Nama lengkap dan tanda tangan

Dokumen, n-_l [I r]-rr_l [-I-I]l [TTl

3bjek Pajak
Diisi luos tonoh don otou bonqunon

yong hdknyo diper(tlleh

Diisi berdasarkan SPPI PIIB tahutr terjadinya

pcrolehrn h,rl,Tahun ..... ...
LUas x NJOP [,BB / M2

Tanah (bumi)
7. Luas Tanah (btrrni) 9. NJOP tanah (bumi),'Jn' (angkaTxangka9)

1),. p

Bangunan

8. Luas 10. NJOP barrgunan/m angka 8 x angka 10 )

)
.... Tn

72 p

NJOP PBB :

( Llx t)

13 Rp-

pBBBaru ,[-T.] [,tr r-r-n mI] |-rn rT]-n I

III
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Lanskah 7

Setelah kelengkapan dc:,kumeln dan kebenaran ,clata robjek pajak terpenuhi- Maka PPAT

menghitung nilai BpHTB terutang. PPAT kemudian meurgisi informasi objek pajak dan nilai

BpHTB terutang ke clalam formulir Surat S,,etoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah

mencantumkan informas;i yang dibutuhkan, PPAT lalu rnenandatangani Surat setoran Pajak

yang digunakan oleh Walib Paiak urituk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang

terutang ke Kas Daerah ;;rtau tempat lain yang ditr:rtapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus

untuk melaporkan data perok:han hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran Pajak

Daerah BPHTB terdiri ata:s 6 lennbar, dengan perincian selbagai berikut :

. Lembar 1 :

Untuk Wajib Pajak
. Lembar 2 :

Untuk PPAT sebagai ,ArsiP

. Lembar 3 :

Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lam6liran permohonan pendaftaran.
. Lembar 4 :

Untuk Fungsi Pelayanan sebagai Iampiran pernrohonan penelitian SSPD BPHTIB.

' Lembar 5 :

Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi

Pembukuan/ Pelaporan.

Langkah 8

PPAT menyerahkan Surat Setorran Pajak Daerah BPIITB y;rng telah diisi kepada Wajib Pajak'

Lanekah 9

Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTIEI yang telah diisi dari PPAT.



LAMIPIRAN II : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 15I'AHUN 2011

TANGGAL 2 AGUSTUS 2011

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTEI OLEH PENERIMA

HAII( ATAS TANAH DAN/ATAIJ BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pemba),aran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan

merupakan proses peml:ayaran yang dilakukan \A/ajib Pajak atas BPHTB terutang melalui
Bank yang Ditunjuk/ Berrdahara Penerimaan.

Dalam prosedur ini wajib Pajak dapat mr,lmilih untuk melakukan pembayaran

dengan melakukan penlrretoran ke rekening kas d;ilerah melalui Bank yang ditunjuk atau

secara tunai melalui Berrdahara Penerimaan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Pr:nerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiberrn membayar BPHTB terutang atas
perolehan hak atas tianah dan/atau bangunan.

2. Pejabat Pembuat Aktia Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagaidasar
bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutahg dan membantu melakukan
perhitungannya.

3. Bank yang ditunjuk/Br:ndahara Penerimaan

Merupakan pihak yErng menerima pembayar;rn BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

Dalam prosedur ini Bank yang ditunjuk/Bendalrara Penerimaan berwenang untuk :

. Menerima pembay,aran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;

. Memeriksa kelengl(apan pengisian SSPD BPI-ITB;

r Mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkaplkurang;
. Menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan
. Mengarsip SSPD BFIHTB lembar 5 dan SSPD ETPHTB lembar 6.

C. LANGKAH.LANGKAH TEII{INIS

Lanekah 1

Berdasarkan prosedur t;ebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran priaf,

Daerah BPHTB ( SSPD BPHTB ) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak



yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat

Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

. Lembar l- :

Untuk Wajib Pajak

. Lembar 2 :

Untuk PPAT sebagai Arsip
. Lembar 3 :

Untuk Kan

. Lembar 4 r

Untuk Fun

tor Bidang Pertanahan sebagai Lampiran Permohonan Pendaftaran.

gsi Pelayanran sebagai Lampiran Pernrohonan Penelitian SSPD BPHTB.

, Lembar 5

Untuk Bank yang diturnjuk/Bendahara Penerimaan sebagai arsip.

. Lembar 6

Untuk Bank yang dit,unjuk/Bendahara Penerirnaan sebagai laporan kepada Fungsi

Pembukuan/Pelaporan.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, \Afajib Pajak dan PPAT menandatangani

SSPD BPHTB tersebut.

Lanekah 2

Wajib Pajak menyerahrkan SSPD BPHTB keparJa Bank yang Ditunjuk /Bendahara

Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB

terutang melalui Bank yang d itunju k/Bendahara pernerimaan.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan nnenerima SSPD BPHTB dan uang

pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Paj;,rk. Bank yang ditunjuk/Bendahara

Penerimaan kemudian rnemeriksa kelengkapan prpngisian SSPD BPHTB dan kesesuaian

besaran nilai BPHTB terul[ang dengan uamh pemb;ryaran yang diterima dari Wajib Pajak.

Lanskah 4

Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 5 dan

5 disimpan sedangkan lennbar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.



OIN6 PINDAPATAN DAEMH

Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP )

Nilai Perolehan rSbjek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP )

Nilai Perolehan r3b.iek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP )

Bea Perolehan Flak atas Tanah dan Bangunan yang terutarlg

Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian lrak pengelolaan *)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dlibayar

MEN6ETAHUI:

/ NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PUABAT LEI-AI.IG

KEPATA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ')

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

[l l-T-l n]l] i-n-n ril]
, |__I-] l-T-l t-T-l-l Lrn TI-l-l rT-r n D

BEA
FIIAT S RAN PAJAK C'AERAH

PEROLEI.IAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
( ssPD - BPHrB )

BERFUNGSI ISEBAGAI SUR,AT PEMBERITAHI.IAN OBJEK PAJAK

PAJI,II( BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )

Lembar 6

Untuk Bank yang
Ditunjuk / Bendahara

Penerimaan

1. Nama Wajib Pajak

2, NPWP

3. Alamat Wajib Pajak

4. Kelurahan/Desa

7. Kabupaten/l(ota

1, NOP PBB

2. Lokasi Objek Pajak

3 Kelurahan/Desa

6. Kabupaten/Kota

Penghitungan NIOP PBB :

14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/bangunan :

15. Harga transaksi yang ter.iadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan / Nilai Pa,:;ar

tf fT-f-] fT-n [ ff-]] [T*n DiisisesuoidensonNomorpokokwoiibpoiokvonedimitiki

s. RT/RW

Blok/Kav/Nomor :

5. Kecamatan :

8. Kode Pos :

m rT_l fT-l-l l-T-fl trl-l rT-rl t]
4. RT/RW

Blok/Kav/Nomor

5. Kecamatan

Kode Pos

Diisi *suai denqdn Nomor Obiek Pojok PBB

pdda SPPT PBB

, n-l-T_Tl

t-I Diisi sesuai petuniuk pengision ssl

I

PENGHITUNGANI BPHTB fionyo diisi berdasorkon Penghitungon woiib Paiok)

Jumlah Setoran berdasarkan : ( Beri tanda silang "X" pada l(otak yang sesuai )

L_l a. Penshitungan Waiib Paiak

I b. srB,/sKBKB,/sKBKBT*) Nomor : ................'. IanEEal:

16. Nomor Sertifikat Tanah

') Coret yong tidok perlu

I c. Pengurangan dihitungsendiri menjadi

I d..

DITERIMA OLEH :

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

Tanggal :

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Dolam Rupioh

Nama lengkap dan tanda tangan

' [Tlx

)bjek Pajak
Diisi luos tonoh don otou bangunon

vono hoknvo diDerotreh

Diisi berdasarkan SPPI PBB tahun terjadinya

perolehan hall,rTahun .........
Luas x NJOP PBB / m2

l'anah (bumi)
7. Luas Tanah (bunni) 9. NJOP tanah (bumi)/m'z (angkaTxangka9)

11.

langunan
8. Luas bangunan 10. NJOP balgunan/m' 8x 10)

2 72.

NJOP PBB:

11x 721

13.



Lembar 5

Untuk Bank yang
Ditunjuk / Bendahara

Penerimaan

1. Nama Wajib Pajak

2, NPWP

3. AlamatWajib Pajak

4. Kelurahan/Desa

7. Kabupaten/Kota

1. NOP PBB

2. Lokasi Objek Pajak

3. Kelurahan/Desa

6. Kabupaten/Kota

4. RT/RW

Penghitungan NJTCP PBB :

14. Jenis peroleh;rn hak atas tanah dan/bangunan :

15. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas lilnah dan/atau bangunan / Nilai Pasar

5. RT/RW

Blok/Kav/Nomor :

6. Kecamatan :

B. Kode Pos I

l-il t-Tt t-T-l-l rr-r t]-Tl fT-n tr
Diisi sesuoi dengon Nomot obiek Pojok PBB

podo SPPT PBB

Blok/Kav/Nomor

5. Kecamatan

Kode Pos , l-T-l-l-l-l

16. Nomor Sertifikat Tanah :
I I

Dalom Rupioh

)bjek Pajak
Diisi luostdnoh don otau b|ngunon

vona hoknvo diperoh::h

Diisi berdasarkan SPPT I)BB tahun terjadinya
perolehan haK/ fahun ......-..

Luas x NJOP PBB I m2

'anah (bumi)
7. Luas Tanah (bunr ) 9. NJOP tanah {bumi}/m2 (angkaTxangka9)

I 11 Rp.

Bangunan

8. Luas 10. NtoP ( 8x 10

2
m Rp. ].2.

NJOP PBB:

( x t2

11.

BEA PEROLEHII\N HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
( ssPD - BPHrB )

PAJAIIIBUMIDAN BANGUNAN (SPOP PBB )

Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP )

Nilai Perolehan Obiek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP )

lumlah Setoran berdasarkan : { Beri tanda silang "X" pada liotak yang sesuai )

T---1

L ] a. Penghirungan Watib Pajal

I b srB/sKBKB/sKBKBr*) Nomor :

I c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi , [-Tl X

Id

MENGETAHUI :

PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEABAT LELAI\G

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA *}

[:] t-T-l lrrn fl-l-T_l rl-fl
,[-T-:l |-T-l r-r-r] f.m rl-r i-fl-n n
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Lanekah 5

Wajib Pajak merxerima SSPD BPHTB lermbar 1, 2, 3 dan 4 dari Bank yang

Ditunjuk/Bendaharil Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya,

yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di Dinas Pendapatan

Daerah.



LAMPIRAN tlll : PERATURAN BIJPATI KATINGAN

NOMOR 15 TAHLJN 2011

TANGGAL 2liGUS']-US2011

PROIIiEDUR PENELITIAN SUIRAT ISETORAN

PAJAil( DATERAH - BPHTB ($;SpD - BPHTB )

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses

verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran clata terkait objek pajak yang tercantum
dalam Surat Setoran t,ajak l,raerah BPHTB. Pro,sedur ini dilakukan oleh Wajib pajak

melakukan pembayaran BPH'I-B terutang deng;rn menggunakan Surat Setotan Pajak

Daerah BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan. Penelitian Surat
Setoran Pajak Daerah llPHTEt dilakukan oleh FLrngsi Pelayanan di Dinas Penclapatan
Daerah. Jika semua kelengkapzrn dan kesesuaian data ohjek pajak terpenuhi maka Fungsi
Pelayanan akan menandatang;ani surat setoran pajak Dzirerah BpHTB.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Pernerima Hak

Merupakan pihak yang mengajukan perrnohonan penelitian kepada Fungsi
Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPI{TB yarrng telah dibayarkan.

2. Fungsi Pelavanan 
r

Merupakan pihak yang m€lmeriksa kebenarern informasi terkait objek pajak yang
tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerahr BPHTil. Fungsi pelayanan berwenang
dan bertugas untuk ::

- Meminta data terkait obrjek pajak kepada fungsi pr:ngolahan dan informasi;
- Memeriksa kelengkaparr dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang

tercantum dalanr SSPD IBPHTB; dan

- Menandatanganii Surat llietoran Pajak Daerah BPH-I-B yang telah diverifikasi.

3. Fungsi Pengolahan Data dan lnformasi

Merupakan pihak yang menyimpan dotobose'objek pajak. Fungsi ini menyecliakan
data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan dan lnformasi
berwenang dan bertrugas urrtuk :

- Mengelola datotr'ose objek pajak yang terimasuk dalam wilayah wewenangnya;
dan

- Menyediakan dat;a objek pajak atas perminli:aan di:rri Fungsi pelayanan.



C. LANGKAH.I.ANGKAH T'EKNI!I;

Lanekah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokurnen pendukung yang dibutuhkan

untuk penelitian SSPD BPHTll. Dokumen pendukrung telrrdiri atas :

- SSPD BPHTB yang t,ertera lNomor Transaksi Penerimaan Daerah ( NTPD) / SSPD BPHTB

disertai Bukti Penerimaan Daerah ( BPD );

- Fotocopi identitas WajiLr Pajak (dapat berr.rpa lilartu Tanda Penduduk/Surat lzin

Mengemudi/ Paspon );

- Surat Kuasa dari W;rjib Pa"iak (dalam hal dikuarsakan);

- Fotocopi Kartu Kelluarga atau Surat Keter;rngan Hubungan Keluarga, dalam hal

transaksi waris;

- Fotocopi identitas l(uasa Wajib Pajak (dalam l^ral dikuasakan);

- Fotocopi Kartu NPVvTP;

- Dokumen pendukurrrg lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Forrnulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak

kemudian menyerahk;rn Formulir Permohonan Penellitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB

( lembar 4 ), dan dokunnen pendukung kepada Fr-rngsi F,elayanan.

Lanekah 2

Fungsi Pelayanan menrrrima Fbrmulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB

(lembar 4), dan dokunren ;:endukung dari W;ajib Parjak. Fungsi Pelayanan kemudian
mengajukan permintaan dalla terkait objek pariak berrdasarkan Formulir Permohonan
Penelitian SSPD BPHI-B yang diterima. Peng;:juan dilakukan dengan mengisi dan

menyampaikan Form f'}engajuan Data kepada Fungsi Perngolahan Data & lnformasi.

Lanekah 3

Fungsi Pengolahan Darta & lnformasi menerirna Form Pengajuan Data dari Fungsi

Pelayanan. Fungsi Pengolah;rn Data & lnformzrsi me,rrarik data yang dibutuhkan dari
sistem database objt:k pajak. Fungsi Pengolahan Data & lnformasi kemudian
mencantumkan infornrasi objek pajak pada Fonm Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan
Data & lnformasi lalu menyerahkan kembali data Fornr Pengajuan Data kepada Fungsi
Pelayanan.

Lanekah 4

Fungsi Pelayanan menerima [::orm Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak dari
Fungsi Pengolahan Data dr'rn lnformasi. Funrgsi Pelayanan kemudian memeriksa
kebenaran data yang [ercanllum dalam SSPD E|PHTB dan dokumen pendukung SSpD
BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data & tnformasi. Dalam
kondisi tertentu, Disprenda berhak melakukan penellrtian lapangan untuk mengecek
kebenaran data secara riil.



SUIRAT l;ETORAN PAJAK nAERI\H
BEA PEROLEI.IIAN IiIAK ATAS TANAH DANI BANGUNAN

( ssPD - BPHrB )

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHI"'AN OB.IEK PAJAK

PAJT,K BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )

5. R r/RW

Blok/Kav/Nomor

6. Kecamatan

8. Kode Pos

Diisi luos tonah don otou bongunon

diperoleh

10. NJOP

l.embar 4

Untuk Dispenda
Dalam Proses

Penelitian

1. Nama Wajib Paiak

2. NPWP

3. AlamatWa.iib Pajak

4. Kelurahan/Desa

7. Kabupaten,/Kota I-I-I-T-T_l

fll r-Tr fIE t-T-n Ltll l-lr-t r
4. RT/RW :

Blok/Kav/Nomor :

5. Kecamatan :

Kode Pos :

Diisi sesudi dengon Nomor Objek Pojok PBt

podd SPPT PAB

I

Luas x NJOP PBB / m'?

(angkaTxangka9)

8 )r angka 10 )

NJOP PBB :

atas lanah dan/atau bangunan / Nilai pasar
[tr Diisi sesuoi petunjLtk pengision ssB

16. Nomor Sertifikat Tanah :

PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdosorkon Putghitungon Wojib pojok)

Nilai Perolehan Objek Pajak ( Npop )

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena pajak ( NpOpTKp i

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena pajak ( NpOpKp )

8ea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian lrak pengelolaan +)

Bea Perolehan llak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar

Setoran llerdasarkan : ( Beri tanda silang "X', pad.r kotak yanB sesuai )Jumlah

trrll

a,

b.

c.

d.

Penghitungan Wajib Pajak

5T8 / SKBKB / sK8KBT +) Nomo,r ;

Pengurangan dihitung sendiri menjadi :

tidok perlu

) rngga/ :

nl.

MENGETAHUI :

PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PUABAT LELANG
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOIA *)

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nomor Dokumen :

NOP PBB Baru

DITERIMA OL[H
I'EMPAT PEM BAYARAAI BPHTB

Ta ngga | :

Nama lengkap, stempei, dan landa tang: n Nama lengkap dan tanrla tangan

' [-Tl l-Tl-] t.Tll I t]I n]-l DiisisesuoidensonNomorpokokwojibpojokyonsdimitik

1. NOP PBB

2. Lokasi Objek Pajak

3. Kelurahan/Desa

5. Kabupaten/Kota

Penghitungan NJOP PBB:

14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/bangunan :

15. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak

Dolom Rupioh

angkal-anBka2

5% x angka 3

tll tr.t t-T-r-r-l rn"lt rrn

I tit I

jumlah Pembayaran : Rp

,[I] nl nTt tf]-t rT-r-t r-r-m r



CONTOH DOIKUMEt.I FORMULIR PERMOHONANI PENELITIAN SSPD BPHTB

FORMl.lrLlR PE:RMOHONAN pENELtTIAN ltiispD - BPHTB
:

: 1 (satu)

. Penyampaian SSPD BPHTEI untuk rJiteliti

Kepala Dinas Pendapatan Daerah

ten Katingan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Wajib Pajak :

NPWP : [-T-l N:I:E
Bersama ini menyampaikan SSPD - BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
sebagai belrikut :

NoP :r-Tr f.I] r-T-n rrr nr n-rn tr
Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota

'erlampir dokumen sebagai berikut :

1) SSPD - BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Pernerimaan Daerah (NTPD) / sspD - BPHTB disertai bukti
Penerimaan Daerah (BpDf)

2) Fotocopi SPPT atau sTTS/Struk ATM bukti pemb,ilyaran PBB/Bukti pembi:ryaran p,l3B lainnya Tahun.
3) Fotocopi ldentitas Wajib pajak berupa...........

(4) Surat KuaSurat Kuasa dariWajib pajak.,- 
)

Fotocopi ldentitas Kuasa Wajib pajak -- 
)

Fotocopi Kartu NPWp

ikian disarnpaikan untuk dapat dilakukarr penelitian SSpD _ BPHTB.

Coret yang tidak perlu
dalam hal dikuasakan

- Data objek pajak yang tercantum daram stipD - BprirB terah sesuai
- Nilai BPI-il'tB terutang yang tercantum daran'sspD - BPHTB telah sesuai
- Dokumen pendukung perorehan hak atas tanah/dan bangunan terah rengkap

t\........ .... .- /

wajib pajik/i(GG'Wili6'piiix'I'1

dengan ini

Yth :



CONTOH DOKUII/IEN FORM PENGAJUAN DATA Hat 1

FORM PENGAJUAN DI\TA

horrnat,

ubungan dengan proses penelitian SSPD.- BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan
data terkait perolehan hak bumi dzlq/atau bitngunan atas _

Wajib Pajak

data objek pajak atas :

Nomor Objek Pajak (NOP) : TT-r tl-l rrT-l E: [l_-n n]-n tr
perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan tri:rima kasih.



m2

m2

Semoga dala ini berguna dalam proses penelitian SSPD - BPHTB. Terima Kasih

CONTOH DOKUMEI! FORIII PENGAJUAN DATA Hal2

Fungsi Pengelolaan Data
& lnformasi

ini merupakan data yang anda butuhkan dalarn proses penelitian SSPDr - BPHTEI, yaitu :

NPWP

Tahun Berjalan :

a.
b.

c.

d.
e.

:[-T-l [:] n-r [I] [tf] I-rrT_l il
Letak tanah/bangunan Z. RT/RW

9. Kabupaten/Kota :

NJOP PB[] / m2

( Diisi berdasarkan SPPT PEIB tahun

terja,:inya
Luas x NJOP PBB / m2
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Lanekah 5

Setelah semua kebenarnan informasi objek pajal'r dalam ssPD BPHTB dan kelengkapan

dokumen terpenuhi, n'rraka Ftrngsi Pelayanan mellgarsip SSPD BPHTB ( lembar 4 ) sebagai

dokumentasi. Fungsi P'elayanan lalu menyerahkiln ss['}D BPHTB ( lembar L' 2' dan 3 )

kepada Wajib Pajak.

Lanskah 6

wajib Pajak menerima::;sPD {liPHTB ( lembar 1,2,can 3 ) dari Fungsi Pelayanan'



LAMPII{AN l\/ : PERATURAN IBUPATTI KATINGAN

IoMoR 
15 rAFluN zotl

TANGGAL 2 /\GUS US 2011

T,ROSI\IIDU R PENDAFTAII.AN J\KTA

KE KEIF'ALA KANTOR BIDANG PER'TANAHAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedurinimerupall<anprosespendaftarana.Laspelrolehan/peralihanhakkepemilikan

tanah. pencraftaran ini dirakuka' oreh pejabat penrrbuat ,Akta Tanah kepada Kepala Kantor

Bidang Pertanahan.

ProsedurinidilakukansebagaiprasyaratpenelnbitanAktaPemindahanHakAtasTanah

dan/atau Bangunan, PPA]' merrandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan setelah peminclahan hak atas tanah telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang

Pertanahan.

B. P'IHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Prsnerinna Hak

Merupakan pihak yang menyediakan dokumerr-dokumen pendukung pendaftaran akta

pemindahan hak atas tanalh dan/atau bangunan. wajib Pajak menyerahkan dokumen-

dokumen tersebut kepada t']ejabat Pembuat Akx:a Taniih'

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah ke

Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas untuk :

- Mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan

- Menyiapkan dan menandatangani Akta Peminclahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan yang telah terrlaftar di Kepala Kanllor Bidang Pertanahan.

Kepala Kantor Bidang Pertanahan

Merupakan pihak yang menriliki daftar kepemilikan hak tanah di wilayah wewenangnya-

Dalam prosedur ini Kepala Kantor Bidang Pertanahan l5erwenang dan bertugas untuk :

- Memeriksa kelengkapan dokumen pengajuarr pend;rftaran hak tas tanah; dart

- Memperbaharui daftar hak kepemilikan tanalh.

2.

3"



LANGKAH.LANG KAH TEKIUIS

Lanekah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, wajib Pajak menerima surat

setoran pajak Daerah BPHTB (sspD BPHTB) lembar ,LL dan 3- Sedangkan, wajib Pajak

memperoleh Bukti Penerinnaan ssP PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran pajak penghasilan

melalui Kantor Pelayanan Pajall. wajib Pajak lalu rnenyerahkan surat setoran Pajak Daerah

B'HTB (SSPD BPHTB) lenrbar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan ssP PPh pasal 4 (2)

kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)'

Langkah 2

PPAr menerima Surat setoran Pajak Daerah BPHTII (ssF'D BPHTB) lembar 2 dan lembar 3'

serta Bukti penerimaan SSp pph pasal 4 (2) dari V\/ajib Pajak. PPAT kemudian menyiapkan

draft Akta pemindahan l-lak atas Tanah dan/atau tlangunan. PPAT mengarsip SSPD BPHTB

lembar 2.

Lanekah 3

ppAT mengajukan penda{taran perolehan/peralihern hak atas tanah dengan menyerahkan

draft Akta Pemindahan tllak at;:rs Tanah dan/atau Bangunan, Surat Setoran Pajak Daerah

BPHTB (SSpD BPHTB) lemrbar 3, serta Bukti Penerinraan SSP PPh Pasal 4 (2) kepada Kepala

l(antor Bidang Pertanahan.

!.anekah 4

Kepata Kantor Bidang Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran

perolehan/peralihan hak artas tanah. Kepala Kantor Bidan6J Pertanahan kemudian menelaah

kelengkapan dokumen d:,tn kelSenaran data terk;rit objek pajak. Kepala Kantor Bidang

Pertanahan lalu memperb;,rharui dotabose daftar kepemilik:an hak atas tanah.

Lanekah 5

Kepala Kantor Bidang Pertanahran mengarsip Sur;rt Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD

BPHTB) lembar 3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu menyerahkan draft Akta

pemindahan Hak atas Tan;rh dan,/atau Bangunan serta Bullti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2)

kepada PPAT.



KABUPATEN S''INGAN

DINAS PENOAPATAN D/\EUH

angka1-angka2

Penghitungan NIOP PBB :

Luas x NJOP PBB / m'z

(angkaTxangka9)
)bjek Pajak

Diisi luos tonoh don otou bongunon

yong hoknya diperole! -_

Diisi

perolehan hak/Tahm '

'anah (bumi)

]anBunan

7. Luas Tanah (buli)
11 Rp

2
m Rp.

10. NJOP banE.unan/m2
8x 10

Rp. 12 Rp

NJOP PBB 13 Rp.

sunlnr
BEA PEROLEHI\N

SrTORANJTKDitrnnn
;iliK";ilL rnr'rnr-r DAN T'TAN G U NAN Lembar 3

Untuk KePala Kantor

Bidang Pertanahan
( sspo - BPHrB )

BERFUNGSI ISEBAGI\I SURAT PEMBERITAHUI\N OBJIE.:K PAJAK

PAJAI( BUMI IDAN BANGUNAN ( SPOP li'BB )

, m I-T-n [--n] n [I] t-m DiisisesusidensonNomorPokokwoiibPoiokvonsdimitiki

Blok/Kav/Nomor :

Nama Wajib Paiak

NPWP

Alamat Waiib Pajak

Kelurahan/Desa

Kabupaten/Kota

1.

7.

3.

4.

1.

5. RT/RW : 6, Kecamatan :

df,iJia*gon Nomor obiek Poiok PBB

, l-Tl t-T_l [tr t-]-t-l LtI rr-r] [
Blok/Kav/Nomor :

5. Kecamatan :

padd SPPTPBB

1. NOP PBB

2. Lokasi Obiek Paiak

3. Kelurahan/Desa

6. Kabupaten/Kota

4, RT/RW :

14. Jenis peroleh:rn hak atas tanah dan/bangunan :

15.Hargatransaksiyangterjadipadaperolehanhakatastarrahdan/ataubangunan/NilaiPasar

16. Nomor Sertifikat Tanah :

PENGHITUNGAN BPHTB {Honya diisi berdosorkan Penllhitungon ll'oiib Pojok)

Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP I

Nilai Perolehan Objek Paiak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP )

Nilai Perolehan Obiek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP )

8ea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutants

Pen8enaan 50% karena waris / hibah wasiat/ pemberian hak pengelolaan *)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar

lumlah Setoran berdasarkan : ( Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai )

a.

b.

T
TlI

Penghitungan Wajib Pajak

STB /sKBKB /SKBKBT 
*) Nomor

Pengurangan dihitung sendiri menjadi

Tanggal:

Ltolom Rupioh

Nama lengkap dan tanda tangan

,f]-]*
tidok

Jumlah Pembayaran : Rp ............

Ierbilang:

MENGETAHUI :

r/ NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PUABAT LELANfi

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA *)

DITERIMA OLEH :

TEMPAT PEMBAYARAN TIPHTB

Tanggal :

l\,iama lengkap, stempel, dan tarnda tangartNama len6;kap, stemPel, dan tanda tangan

Nomor Dokumen :

NOP PBB Baru

r-T_l [] t-T-il-l l-T-rll rTl-l

Diisi sesuai petuniuk pengision SSB

,TT-l [] n-n E.]l rT-l-l rT-rn n

g- NJOP tanah oumrl/r

( angka 11 x anBka 12 I 

-
Rp.

1

2

3

5% x angka 3 4

50% x angka c 5

5
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Lanskah 5

PPAT menerima dokurnen tersebut dan

atas Tanah dan/atau Bangunan.

Lanekah 7

PPAT menyerahkan Akta Pr:mindahan

ditandatangani kepada Wajib Pajak.

kemudi,an me,:nandatangani Akta Pemirrdahan Hak

Hak at;rs Tanah danfatau Bangunan yang telah

Lanekah 8

Wajib Pajak menerima Akta fi'emindahan Hak atas Tanall dan/atau Bangunan.



LAIVIPIRAN V : PERATUTIAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 15 TAHUN ZOLI

TANGGAI. 2 AGUSTUS 2011

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUMI

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang

ditunjuk/Bendahara lPenerima dalam melaporl,ran penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib

Pajak. Prosedur inijuga meliputi proses pelapr:rran yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah atas setiap Akl:a pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini nrelibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran BPHTB dari

Wajib Pajak melalui nnekanisme penyetoran ke rekening penerimaan Kas Daerah.

B. PIHAK TERKAIT

1. Bank yang ditunjuk

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui

mekanisme penyetoran ke kas rekening penerima Kas Daerah. Bank yang ditunjuk

berwenang dan bertugas untuk :

' Menerima pr:mbayaran BPHTB dari Wajib Pajak
. Menerbitkan dan menyampaikan NolLa Kredit kepada Bendahara Penerimaan atas

setiap pembayaran BPHTB melalui rekr:ning penerimaan kas daerah; dan

' Menyiapkan Register SSPD BPHTB.

2. BendaharaPenerimaan

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor,

menatausahakan, dan mempertanggunigjawabkan uang pendapatan Daerah dalam

rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. Dalam prosedur ini Bendahara

Penerimaan berwenang dan bertugas untuk menyiapkan laporan Realisasi PAD.



C. LANGKAH.LANGKAH TEKNIIS

C.1. Pelaporan BPHTB yarlg diterima melalui Bank yang ditunjuk

Lanskah 1

Berdasarkan prosedirr sebelumnya Bank yanrg ditunjuk mengarsipkan SSPD BPHTB

lembar 5 dan setiap :!SPD BPHTB lembar 6 setiiap penerimaan pembayaran BPHTB dari

Wajib Pajak melalui nnekanisme penyetoran ke rekening kas daerah.

Lanekah 2

Berdasarkan SSPD BPIIJTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang ditunjuk menerbitkan Nota

Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas; setiap penerimaan pembayaran BPHTB

dari Wajib Pajak. Banh yang ditunjuk mengarsipr SSPD BPHTB lembar 5.

Lanekah 3

Bank yang ditunjuk kr:mudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan atas

setiap penerimaan Kas Daerah.

Lanekah 4

Bendahara Penerima;rn Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk. Bendahara Penerimaan

kemudian mencatat penerimaan BPHTB ker Buku Penerimaan dan Penyetoran.

Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimiaan BPHTB ke dalam Register STS.

Lanskah 5

Secara periodic, Bank'yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri

dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Lanekah 6

Fungsi Pembukuan clan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri
dengan SSPD BPHTB lembar 6.

C.2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendalrara Penerimaan

Lanskah 1

Berdasarkan prosedun sebelumnya, Bendahara mengarsipkan SSPD BPHTB lembar 5
danlembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak secaratunai
melalui Bendahara Penerimaan.



Lanekah 2

Berdasarkan SSP[) BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara Penerirnaan mencatat
penerimaan BPHTII dalam Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga

mencatat SSPD EIPHTB ke dalam Regislier SSPD BPHTB. Bendahara Penerimaan
mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Lanekah 3

Secara periodic, Bendahara Penerimaan menyampaikan Resgister SSPD BPHTB yang
dilampirkan dengarn SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta
Register STS kepacla Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Lanskah 4

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampirkan
dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS.

C.3. Pelaporan Penerbf,'tan Akta oleh ppAT

lanskah I

Berdasarkan prose,rdur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta
Pemindahan Hak ,l\tas Tanah dan/atau Banrgunan PPAT juga menerima SSPD BPHTB

lembar 2 dari Wajikr Pajak.

Lanekah 2

PPAT membuat L.iilporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan atas akta yang telah diterbitkan.

Lanskah 3

PPAT menyampaik;:rn Laporan Penerbitan A,kta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan ke Fungs;li Pembukuan & Pelaporarr.

Lanekah 4

Fungsi Pembukuan & Pelaporan rnenerima laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak
Atas Tanah dan/ataru Bangunan.
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PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA

PANDUAN PENGTSIAN LAPOI!1rAN PENERBTTAN AKTA OILEH PPAT

Nama PPAT yang bersangkutan,, atau PPAT Pengganti. Contoh : Octavianus,

SH, atiiru Birgitta, SH.

Alamat PPAT yang bersangkutan.

NPWP PPAT yang bersangkutan.

Daeralh Kerja PPAT yang bersangkutan. Contoh : Kabupaten Pulau Tidung.

Kanton wilayah pemerintah daerah. Contoh : Kabupaten Pulau Tidung.

Bulan hersangkutan.

Tahun bersangkutan.

Diluar Tabel

Nama PPAT

Alarnat

NPWP

Daerah Kerja

Kabupaten lKota
Bulan

Tahun

Didalam Tabel

Kolom 1

Kolcm 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Nomon urut pengisian tabel.

Nomc',r berdasarkan nomor akt;r yang dibuat PPAT yang bersangkutan.

Tangg;ll pembuatan akta, pengi:;ian menggunakan angka.

Contoh : tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4-10-2011.

Bentuk perbuatan hokum. Cont,crh :jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.

Nama, alamat, dan NPWP pihalk yang mengalihkan/memberikan. Contoh :

John heralamat di JI. lndustri Raya No.9 dengan NPWP 49.171.680.9-

045.0CN0 (ba ris selanjutnya).

Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan seperti
kolona 5).

Jenis tjan nomor hak.

a. Aprabila tanah sudah berserrtifikat disebutkan jenis, nomor hak dan

kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.
- Hak Milik :M
- Hak Guna Usaha : U

- Hak Pakai :P

Contoh : Hak Milik No.3ll3/ lndustri Raya terletak di Kelurahan

Kemayoran Utara.



b. Apabila tanah bekas hak nrilik adat, diisi nomor kohi dari pajak yang

berrsangkutan berikut persilrrya atau nomor dan tanggal alat bukti hak

yang bersangkutan.

Corntoh

Ditlulis

Cr:,ntoh

Diltulis

Verosponding lndonesia Kohlr nomor 47/465 masa

pajak tahun L960-1964

V.1 No.47l465 tahun 1960-L964

Patuk Pajak C. No,395 Blok ll.D persil30

C. No. 395 Ellok ll.D ps.30

Kolom 8

Kolclm 9 dan 10

Kolom L1

Kolom 12

Letak Tanah dan/atau Bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut

kelurahan/Desa yang bersangkutan.

Diisi luras tanah dan/atau Bangunran yang dialihkan / diperoleh / dibebani

Contotr : Jual beli tanah seluas 200 M2 dengan bangunan lantai

dasar seluas 50 M2 dan lantai satu seluas 25 M2

Tulis : Kolom 9 = 200, Kolom L0 = 75

Diisi harga yang sebenarnya sesuai dengan akta.

Contoll : Harga jual br:liyang terjadi adalah Rp. 100.000.000,-

Ditulis : Seratus juta rupiah.

Nilai l.lak Tanggungan tidak clilaporkan, sedangkan perbuatan hukum

pemberian Hak Tanggungan atiau pemberian kuasa membebankan hak

tanggungan tetap dilaporkan.

Diisi berdasarkan nomor 16hLr6 $,lPPT

Contoh t : Pengalihan/l:erolehan seluruh Tanah yang ada pada

SPPT (NJOP sebagai dasar pengenaan PBB) adalah Rp.

250.000.00ct,-

Ditulis : Dua ratus lirna puluh juta rupiah.

Contoh 2 : Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan

keseluruhan bangunan yang ada diatasnya Tanah

seluas 100 h/2 dan bangunan 25 M2 adalah sebagian

tanah atau :,;eluas 50 M2 dan keseluruhan bangunan

seluas 25 M:r.

Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000,-
(untuk 1O0t M') dang bangunan adatah Rp.

50.000.000,- (untuk 25 M2) maka :

- NJOP tanah seluas 50 M2 : Rp. 1O0.OOO.OOO,-

- NJOP bangJunan seluas 25 M2 : Rp. 50.000.000,-

- Total NJOIP : Rp. 150.000.000,-

Ditulis : l-50.000.000,-

Kolom 14 dan L5 : Diisi tanggal pembayaran (dengi:n angka seperti kolom 3) dan besarnya

pembalraran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau

Bangunan (data diperoleh dari pihak yang mengalihkan).

Kolom L6 dan 17 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya

pembalraran BPHTB.



Kolom 18 : Mencantumkan keadaan tan:lh dan bangunan yang diperoleh / dialihkan

denygan keterangan.

a. Penuh/seluruhnya atau salbagian atas tanah dan/atau bangunan.

Contoh : - Seluruh tanah bangunan

- Sebragian tanah dan seluruh bangunan

b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen

ke Kepala Kantor Biderng Pertanahan. Diisi nomor daftar lsian

(pendaftara n ) da n/ata u t;an ggal penyam pa ian.

Contoh : - d.i ,1i0U4097/tl atau

- Tanggal L0-7-20L1

c. Diisi hubungan keluarg;;a antara pemberi hibah wasiat dengan

perrerima hibah wasiat

Contoh : hibah 'r,vasiat dari ayah ke anak

Ditulis : ayah -.anak



(I,
c
oz

(\,
(o

E.C
oc
o)
o-
o
(U

oo
E
c)
m

a_

z

o
o
Y
-o
C'Y

(u
oc
$
0)

o
Y

a

o
o
c
o
o-

I..-

t(!
E
f-)

(o

c.
.g
(E

f
rf)

C,
.s
ov
q)
E.
o)io
oY

\t

6g
o
C
(o
F

c,

a
F.a
oz

N

oz

o
E
oz+

z

11.
JSo
96aa6P
=t'=(d

(trJ

sp
6^d

:tri
@t :
FTIJ :I< :ILo :@z:

F,i3ao->o(*6tutso
aF7_
?' e=E >iofl

o
Y
z
tu
F
o-f
tD

Y
I

Fz
d
IU

=t.u(L

;
(o
(g

E
o)
e
o)
o-
o
L
(s
-c
(E
E
C
o)
m



&
z

(s
E
(0
zo-

z

Ec
O,(o
Or(I,CF(Ir .=
-o
.L:o)
:rL
:(E
:L:(o
:(U
:!
:O)

:,
o
oY
-o(E
Y

(o
q)
Co
L
o
0)
:l

co

o
o
c
Q)
o_

t.-

co
E
=-)

(o

c
.o
(o

:)
ta)

o
.c
o)lz
c)
t
o:o
o
Y

\t

6ooc
$F

(9

aF
U)
c;z

N

oz

o
E
oz

'=_
3$964ttbe
=e'=o
(trJ*sp
L0)
go-

t:
t:
IU:

UDO i
l-= ia ?.2
fr?. sbtxo=(,
uF=

U'Z<fZT,6fl

F.
o
Y
z
tu

(L

dl

Y
I
Fz
d
IU

=ul
(L

.;
(u
(u

E
q)
C
0)
0-
$
G

.c.
(u
D
C
{l)
c0

i

.l

l

l

i

l

l
l

l

I

I

I

1

I

I



o-
z

o
E
(Ez

6c
o)(Ug)o
CF(5.=
-o
:o
:tL:(U
:L:o:-c:o:E
:o
:,

(E

oY\
-o(I,
Y

z
t
o
E=
a=.Ld
- ll)

=i,-o-
1*
=#tr<
l!ozz
TIJ I.Uo-m
f,
Y3o

Fo
{z
t!
F
&
:)
(D

Y
I
t-2
et!
=tu(L

(U

E
G'zo-

z

'=_
iso96ao,6P
=<'=(E

(UJ

sp
5^o

(E=

E3
EE *(Uv c.-ccc

tEsSo
F (g.O C)

C
(s
(U

E
og
c)

cO-
-9EcbEP6to E-cP

6!-H(D..c. !2 o) m
d-L-"i;Q-C)6E
C >u- >\,^
,Q{-c-c ffluo(U(UY
'69EE og,)BE;€
:l< ,a

o

EE:z6(/)L

(:
(:)
l:
(C

()
(-)'

\:

c
G

c
o
c
a
0-

l::
r!i
E:
::i

-:r

c

o

01
F.a
d

2a:.

E
u)
Et)
o)
c:(!
F

lq
Ttr

-:,

(:
.!!i
(c

::

(:r)
.!;(l
(l.]

(u'

u,:.

o
TJ(l
\a:

(1
(0

fiI
o
lf
E
(Ilr

Cr.
(li
(li

C)l

I:
:t;

o:r

o

ii
())
()r)

(I;
t--

o
E
oz

I

j

l

l

l

I
l

I

1
,i

i

Ij

l
I

I
rl

l

l

I



6€
B"

Eg
YGO

'it
!!c g

ti 7P
;I

'ir 
a

E

,6

o

o-

E
(6

o
o"
(u
o)
o-
06

(s

-v.
fo
co
o-'a
O)c
f
IL

c
o
(o

E-C
o
C
0.)

o_
o
(6
EoE
c
q)
co

6
F^

oi
OE&g

u-? E

E9

I
=c
f
=a
o,
o
-9.c
(o
d]

E -e a EE fiE Es .tE eff: ;fr ,-H ec E."-EH gB

r e E gE I[ ;r*;H.EiE *f, il s; ;Er[ ;*

lz
l

=o
o)c(!
I
C
(u
co

d
(!
-o
E
o)

x.

=
z
L'
m

ci

I

E
6
o
6
(l)
L

3aoFa1
90Ig

I

!i E P
;:..!

:^"er
F;::

E

5\
@,

ts
@

g

F
&

o
d
'6

_9
6

Iol<lrl
n
e
t

(q
5
rlc
-6C-
^or 6*.F
tio
.o irq<
oL

@
tsI
cd
d:
a6

a9q
;FO

^o9E
!@;
<E!

\6Eo

pd;5
ed-g

* o-9! i9G

EEI*$
f€E $g

3in

o

I
F^ I

I@

E,E
d9

!ts
c, ,-: c

! rI
:1 @

o

6I

I

F
L6-

; 6 >F

:d-.tr@

o

1'l

!6*.

P 3 -q'
E3

aa

=o

I

I

F

1
d

-)
)

^\
fiEE

o

:EIi 46

E

o

6F
6a
e(

\
ts
I-

o-3
ail: . I

IEgEEI
13 " I LI

6F^
to
bE
oEo9

!:'olio
2l-ts
; i; L! (6

I

I

-t
P

N
'i

z

c
(6
6
:)



C.4. Pelaporan Realisasi BPHTIB

Lanekah 1

Berdasarkan prosedur Cl, C2, C3, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima

dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, Buku penerima &

Penyetoran, Register STS dan Laporan Penerbitarr Akta Pemindahan Hak Atas Tanah

dan/atau Bangunan.

Lanekah 2

Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan menyusun Laporan

Realisasi BPHTB.
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LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KITTINGAN

NOMOR 15 TAHUN ;IO11

TANGGAL 2 AGUSTUS,zAfi,

PROSEDUR PENAGIHAN BIPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Siurat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang

dilakukan Fungsi Pelayanan darrlam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan

kerena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB, tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung,

dan kena bunga/denda.

Prosedur penetapan Siurat Ketetapan Pajak Darerah Kurang bayar BPHTB/Kurang

bayar Tambahan BPHTB yang rnrasih kurang dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

BPHTB dalam jangka waktu .5 (lima) tahun semenjak oleh Wajib Pajak atau atas Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak

diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi

Pelalranan dalam menindak lanjut Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang hingga

iatuh tempo.

Prosedur ini melibatllcan Fungsi Pelayanan s,ebagai pihak yang memiliki dan

mengelola database. Daftar Sunat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang

Bayar BPHTB dan Daftar Surat -[eguran.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang menriliki kewajiban membayar BPHTB terutang berdasarkan Surat

Tagihan Pajak Daerah (STP0I) BPHTB, Surat KetetapanL Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB,

Surat Ketetapan Pajak Daelrah Kurang Bayar tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan

menerima Surat Teguran jil.ra pada saat jatuh tempo Lr,elum melunasi BPHTB terutang.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang bervrenang dan bertugas untull< :

. memeriksa SSPD BPHTB;;

. menerbitkan STPD BPH-tB;

' menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB;

. menerbitkan SKPDB Kur;irng Bayar Tambahan BPH fB.



C. LANGKAH.LANGKAH TEKNIS

C.L. Penetapan STPD BPHTB

Lanskah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB serbelumnya, maka Fungsi Penagihan

mengarsip SSPD BPHTEIyang telah dibayarkan ole:h Wajib Pajak.

Lanekah 2

Fungsi Penagihan lalu menerima setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang

dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/'denda.

Langkah 3

Atas SSPD BPHTB teru'[ang yang tidak/kurang clfbayar, salah tulis, salah hitung, dan

kena bunga/denda m;,rka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang

tidak/kurang dibayar, sillah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Fungsi Penagihan kemttdian mengarsip daftar ters;ebut.

Langkah 4

Fungsi Penagihan menrerbitkan STPD BPHTB br:rrdasarkan daftar SSPD BPHTB yang

tidak/kurang dibayar, s;alah tulis, salah hitung, ,rlan kena bunga,/denda. STPD BPHTB

dicetak rangkap dua.

Lanskah 5

Fungsi Penagihan meng;arsip STPD BPHTB (lembar 2)

Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepala wajib pajak.

Lanskah 7

Fungsi Penagihan memrperbaharui Daftar STPD I3PHTB atas setiap STPD BPHTB yang

telah dikirimkan kepadar wajib pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan memba,y,arkan BPHTB terutang sesuai dengan

prosedur pembayaran BPHTB.

C.2". Penetapan Surat Ketet;apan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar BPHTB/Kurang Bayar

Tambahan BPHTB

Lanekah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka fungsi penagihan altan

mengarsip SSPD BPHTE}yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.



Langkah 2

Fungsi penagihan merneriksa setiap SSPD BPHT'B yang telah berjangka waktu 5 (lima)

tahun semenjak dibair'ar oleh wajib pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB

terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang ternyata

kurang bayar, Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang bayar.

Lanekah 3

Fungsi penagihan jugir memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka

waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB

terutang yang tercantrum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut. Atas SKPD Kurang Bayar

yang kurang dibaYar.

Lanekah 4

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang

Bayar (rangkap dua) dan SKPD Kurang bayarTanrbahan (rangkap 2)'

Lanekah 5

Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurung Bayilr (lembar 2) dan SKPD Kurang Bayar

Tambahan (lembar 2).

Lanskah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Baryar (lembar 1) dan SKPD Kurang Bayar

Tambahan {lembar 1) lkepada Wajib Pajak.

Lanskah 7

Fungsi Penagihan menrperbaharui Daftar SKPD l<lurang Bayar tersebut atas setiap SKPD

Kurang Bayar yang tel;irh dikirimkan kepada Wajilb Pajak.

Lanskah 8

Fungsi Penagihan merflnperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar tambahan atas setiap

SKPD Kurang Bayar Tarnbahan yang telah dikirinrkan kepada Wajib Pajak.

Lanekah 9

Wajib Pajak menerima SKPD Kurang BayarT'SKPD Kurang Bayar Tambahan dan

membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Tegurran

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/S;KPD Kurang Bayar/SKPD Kurang Bayar

Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan :

. Daftar STPD BPHTB

. Daftar SKPD Kurang Bayar

r Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan

i
I
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a

I

Dengan menggunakarr daftar-daftar tersebut, Fungsi penagihan memantau surat

ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tenrpo.

Lanskah 2

Selama 7 (tujuan) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan

melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih

terutang. Pendekatan prersuasif, meliputi :

, Menghubungi Wajitr Pajakmelaluitelpon
. Mengirim Surut Penrrberitahuan dan Himbauanr.

Lanekah 3

Setelah 7 (tujuh) harisejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran

Pajak secara mengansur oleh Wajib Pajak yang diisetujui, maka Fungsi Penagihan terus

melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Fajak agar melunasi BPHTB yang masih

terutang.

Langkah 4

Setelah 7 (tujuh) hari seljak jatuh tempo, atas perrnintaan penundaan atau pembayaran

Pajak secara mengansrur oleh Wajib Pajak yang disetuiui, maka Fungsi Penagihan

menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Lanskah 5

Fungsi Penagihan menS;arsip Surat Teguran (lembar 2).

Lanskah 6

Fungsi Penagihan men5;irimkan Surat Teguran (lembaran 1) kepada Wajib Pajak.

Lanekah 7

Wajib pajak menerima llurat Teguran.

Lanskah 8

Fungsi Penagihan mem;:erbaharui Daftar Surat Terguran atas setiap Surat Teguran yang

dikirimkan kepada Wajilb Pajak.

Catatan :

Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, seti;:rp pemerintah daerah juga dihimbau
untuk menetapkan peraturan kepada daerah mengenai prosedur penerbitan :

r Surat Paksa atas Sur;at Teguran yang telah jatulh tempo;
r Surat penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo;

' Surat Keputusan Pernbetulan atas permohonarrr pembetulan Surat Ketetapan BPHTB

oleh Wajib Pajak; o

' Surat Keputusan keb,eratan atas pengajuan kerberatan surat ketetapan BPHTB oleh

Wajib Pajak;



STPD BPHTB

Letak Objek-P3jak

Kabupaten/Kota :

Kecamatan

Desa/Kelurahan:

Alamat:

dengan penerbitan Surat Paksa, Pelaksanaatl sita, dan
lelang.

satu (1) bulan sejak tanggal diterima.)
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SURAT TEGURAN

PEMERITAH KABLIPATEN KATINGAN

DINAS PENDATtrATAN DAERAH

Kepada Yth,

Nama

NOP

Alamat

SURAT TEGURAN

Nomor:

beriku

(dengan huruf

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdas;trkan Peraturan Kepada Daerah

Nomor ...... Tahun ...... tentang Penagihian Pajak dengan Surat Paksa, nraka diminta kepada Saudara agar

melunasi lumlah tunggakan pajak dalann waktu 21 (dua puluh satu ) hari-

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dinTohon agar Saudara segera

melaporkan kepada kami.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DAIAM WAKTU 21 (DTjA

PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGALSURAT

TEGUMN INI

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAI\I

PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DEN6AN

PENERBITAN SURAT PAKSA

Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Katingan,

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tr-lnggak"n p-al"Ilg!'u€91!erikut :

Jenis Pajak Tahun Pajak

NOP, I\O & TANGGAL STPD

BPHTB/SKP'DB KURANG BAYAR/SKPDB

KURANG| BAYAR TAMBAHAN (*)

Tanrggal Jatuh Tempo

Pembayaran

Jumlah Tunggakan

Pajak (Rp)

*) Coret yang tidak perlu Jumlah

NIP
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Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat ketetapan BPHTB oleh

Wajib Pajak.
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LAMPIRAN VII : {,ERATURAN BU PATI KATII\IGAN

I\OMOR 15 TAHUN 20] 1
"I'ANGGAL 2 AGUSTUS 2011

PROSEDUR'PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Proses pengurangarr BPHTB merupakan prosesiyang dilakukan Fungsi Pelayanaan

dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB

terutama dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kenrirudian menelaah dan memeriksa

pengajuan pengurangan br:rdasarkan dokumen pen<jukung pengajuan dan data terkait

objek pajak.

pemberian pengurangan sendiri dilakukan bendasarkan Peraturan kepala Daerah

yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangail untuk daerah yang bersangkutan'

prosedur ini melibatkan [:ungsi Pengolahan Data & informasi sebagai pihak yang

memiliki dan mengetola database objek pajak diWilayah administratifnya.

B. PIHAK TERKAIT

Wajib Pajak

Merupakan pihak yang rnengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang

menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya-

Fungsi PeIayanan

Merupakan pihak yang berwenangdan bertugas untuk :

, menerima, menelaah, dan memeriksa perrnohonan pengajuan pengurangan

BPHTB

. menerbitkan Tanda Terima pengajuan pengurarlgan BPHTB

. mengajukan data terl,lait objek pajak kepada fungsi Pengolahan Data & lnformasi'

' menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

. menerbitkan Surat Penolakan pengajuan lPengurangan BPHTB atau Surat

Keputusan Pengurangan BPHTB-

Fungsi Pengelolaan Datar & lnformasi

Merupakan pihak yang trerwenang dan bertugas ulntuk :

. menyimpan dan merrgelola database terkait obriek pajak, dan

r menyediakan data terkait objek pajak kepada F:rungsi Pelayanan

1,.

2.

3.
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r C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

wajib Pajak mengirim surat Pengurangan BPHTB yang melampirkan dengan dokumen

pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat lKetetapan BPHTB kepadda fungsi

Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Petayanan menerinna dokumen pengajuan pengurangan BPHTB' Fungsi

pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada

Wajib Pajak.

Lanskah 3

Fungsi Pelayanan mengars;ipkan dokumen pengaj1ran pengurangan' Berdasarkan

dokumen tersebut, fungsi F,elayanan kemudian menBajukan permintaan data terkait

objek pajak dengan menyiapkan Form pengajuan data"

Lanekah 4

FungsiPelayananmengirimkanFormpengajuandatal,lepadaFungsiPengolahandata&

lnformasi.

Lanskehj

Fungsi Pengolahan Data & lnformasi menerima Form Pengajuan Data' Fungsi

pengolahan Data & lnformasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database

Objek pajak.

Lanekah 6

Fungsi pengelolaan Data 8r lnformasi mengisikan form Pengajuan data dengan data

terkait objek pajak.

Lanskah 7

Fungsi Pengelolaan Data lnfr:rmasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah terisi)

kepada fungsi PelaYanan.

Lanekah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan penguranSan BPHTB

berdasarkan data objek pajak yang tetah diterima. stllain itu, pemeriksa juga dilakukan

atas kekesuaian antara penlgajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam

Peraturan kepada Daerah.

Lusteh s

Fungsi Pelayanan menyiapk.an Berita Acara Pemeriksaian dan :

r Surat penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (urntuk yang ditolak) atau

r Surat keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang clisetujui)

j
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PEMERINTAH KABUPATEN II(ATINGAN

DINAS PENDAPATAN DI\ERAH

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEPUTT-ISAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KATINGiAN

Nomor : ...............

TENTANG

PEMBERIAN PENGURAIIGAN

BEI\ PEROLEHAN HAK ATAS DAI\I BANGUNAN

YANG TERUTANG

KEPALA DINAS PENDAPATAIJ DAERAH

: Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan atas nilma .........i...........

Nomor ; ..-.........,..-.... ....-..... tanggei ......-............

: a. hasil pemeril<saan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan atas

Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita

Acara Pemeriksaan :

Nomor :

Tanggal :................

b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alas an untuk mengurangkan

besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang;

: L. Peraturan Kelpala Daerah Nomor...... Tahun ...... tentang Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Peraturan Kepala Daerah Nomor...... Tahun -.-... Tentang Pemberian

Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPI\LA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

TENTANG PEMBERIIAN PENGURANGAN BEA PEROI..EHAN HAK ATAS

TANAH DAN BANGI,JNAN YANG TERUTANG.

: Mengabulkan sr:luruhnya/ mengabulkan seh,agian/ menolak permohonan

pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah clan Bangunan (BPHTB) yang

terutang kepada'Wajib Pajak :

Nama Wajib Pat'ak

Alamat Wajib Pirjak

Letak Objek Pajak

Tahun BPHTB

Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan :

Akta/ Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/ Dokumen

lainnya **) :

- Nomor

- Tanggal

NOP



I
I

)

{

Kecamatan : """""""""'
Kab./Kota : """""""""'

KEDUA:Sesuaidengankepr'rtusansebagaimanadimaksudpadadiktumPERTAMA,
makaBesarnyaBPHl.Byangseharusnyadibayarardalahsebagaiberikut:

Rp. .....................a. BPHTB Terutan5l

b. Besarnya Pengurangan l-.--...--------""')

c. Jumlah BPHTB y'ang seharusnya dibayar

Rp.tlp - ..----.---...-- --- --- -

Rp. .....................

(sebesar:.....'...."""'"' "' """""" """ ')

KETIGA : Apabila dikemudi;rrn hari terrnyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

maka akan dibetulll<an sebagaimana mestinya'

KEEMPI\T:a.AsliKeputusaninidisampaikankepadaWajih'Pajak:
b.SalinanKeputus;ianinidisimpansebagaiarsiplDinasPendapatan

KabuPaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan

pada tangga1 .......".......,...

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah

KabuPaten Katingan

NIP.

*) Coret yang tidak Perlu
**) Diisi sesuai kePerluan
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Lanekah 10

Fungsi Pelayanan mengarsipkan Berita Acara Pemeriksaan'

Lanekah l-1

Fungsi Pelayanan mengirimkan surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi

yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada

Wajib Pajak.

Langkah 12

wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTII dan melakukan pembayaran sesuai

dengan prosedur pembayaran BPHTB'

RAWING
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